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PUTUSAN

  Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Srh

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat,  umur 22 tahun,  agama  Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di Kabupaten

Serdang  Bedagai,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur 29  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh

Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang

Bedagai, Saat ini tidak diketahui keberadaanya baik

didalam  maupun  diluar  wilayah  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia (Ghoib), sekarang tidak diketahui

lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik

Indonesia  (Ghoib),   selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  saksi-saksi  di

persidangan;

 DUDUK PERKARA

 Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan secara  tertulis  dengan

surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dengan  Register  Nomor

825/Pdt.G/2021/PA.Srh  tanggal  26  Agustus  2021  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:
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1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal  19

Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat

PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten  Deli Serdang Nomor : 

0325/009/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2014; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul

layaknya suami-istri  (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat ditinggal 

dialamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di

karuniai anak laki-laki, lahir 17 Maret 2016; 

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun

dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus-menerus yang sulit  didamaikan sejak  bulan  Januari  tahun 2018

sampai dengan  tahun 2019 yang di sebabkan:

- Tergugat  malas  bekerja  serta  selalu  memberikan  uang  nafkah

belanja yang  tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga; 

- Tergugat marah jika dinasehati agar berhenti bermain judi serta

berhutang untuk modal bermain judi; 

- Tergugat  tidak  terima  dinasehati  dan  didamaikan  keluarga

Penggugat  tentang  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat; 

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat semakin menajam dan menuncak pada tahun 2019 disebabkan

Penggugat menasehati Tergugat agar bertanggung jawab dengan biaya

kebutuhan  rumah  tangga  serta  berhenti  bermain  judi,  Kemudian

Tergugat  marah-marah  dan  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa

mengatakan kemana Tergugat akan bertempat tinggal.

6. Bahwa  sejak  kepergian  Tergugat,  Penggugat  sudah  berusaha

mencari keberadaan Tergugat baik bertanya kepada keluarga Tergugat

serta kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui

keberadaaan Tergugat hingga saat ini, maka hak dan kewajiban suami-

isteri  tidak  terlaksana sebagaimana mestinya  dan Tergugat  tidak  lagi
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melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat hingga

saat ini; 

7. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  pihak  keluarga  turut  serta

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  upaya  tersebut  tidak

berhasil; 

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sei Rampah 

No.  18401/470/2361/2021  tertanggal  25  Agustus  2021  yang

menerangkan  bahwa  Tergugat  telah  meninggalkan  alamat  tersebut

diatas dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya; 

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama

dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak itu

sendiri  Penggugat  memohon  agar  anak-anak  tersuebut  ditetapkan

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; 

10. Bahwa dengan  alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  merasakan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan  uraian  dan  alasan  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia

berkenan  untuk  memanggil,  memeriksa,  dan  menyidangkan  gugatan  dalam

perkara  ini,  serta  menjatuhkan  suatu  putusan  dengan  amar  yang  berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  Talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);  

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak

bernama Dimas Mulyano, laki-laki, lahir 17 Maret 2016;

4. Membebankan  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  sesuai

ketentuan yang berlaku;  

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);
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 Bahwa,  pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh

Ketua  Majelis  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  Penggugat  dan

Tergugat telah dipanggil  di persidangan, Penggugat telah datang menghadap

ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 27 Agustus

2021 dan tanggal 27 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa,  Majelis  Hakim berusaha  menasehati Penggugat  agar  kiranya

Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan

Tergugat,  namun  upaya  Majelis  Hakim  tersebut  tidak  berhasil  oleh  karena

Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi   tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa,   kemudian  pemeriksaaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan

menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang  semuanya  telah dicatat

dalam Berita Acara Sidang perkara  ini;

Bahwa,   kemudian  pemeriksaaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut posita angka Sembilan dan

petitum angka tiga dan mempertahankan dalil-dalil  gugatan selebihnya  yang

semuanya  telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara  ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sei Rampah

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 0325/009/2014

Tanggal 21 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
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pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P;

A. Bukti saksi.

1. Saksi  I, umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal  di Kabupaten Serdagn Bedagai, saksi sebagai

tetangga  Penggugat dibawah  sumpahnya  menerangkan  yang  pada

pokoknya disimpulkan sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri  yang

menikah tahun 2014 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang

anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  terakhir  di

rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis   selama empat tahun, dan  mulai tidak harmonis sejak  tahun

2018;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  dan  melihat  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar serta mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena

Tergugat  malas  bekerja  sehingga  jarang  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat,  dan Tergugat  sering bermain judi  dan jika dinasehati  oleh

Penggugat  untuk  berhenti  bermain  judi,  Tergugat  selalu  marah-marah

dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

tahun  2019  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama  dan  hingga  saat  ini  tidak  pernah  bersatu  lagi  dan  bahkan

Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa  Penggugat  dan  keluarga  telah  berupaya  mencari

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat; 

2. Saksi  II,  umur  26 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  Kabupaten Serdagn

Bedagai. Saksi  mengaku  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,

hubungan sebagai  tetangga Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi

saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa  saksi kenal  Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri  yang

menikah tujuh tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai

satu orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

terakhir di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  tahun  2018  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  dan  melihat  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar serta cerita dari Penggugat kepada saksi;

- Bahwa  penyebab  terjadinya  pertengkaran  tersebut  adalah

Tergugat  malas  bekerja  sehingga  jarang  memberi  nafkah  kepada

Penggugat  dan  Tergugat  sering  bermain  judi  serta  Tergugat  selalu

marah-marah jika di nasehati oleh Penggugat supaya berhenti bermain

judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  sejak

dua  tahun  lalu,   Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dari  rumah

kediaman  bersama  serta  keberadaan  Tergugat   sampai  saat  tidak

diketahui  secara  pasti  baik  didalam  maupun  diluar  wilayah  Republik

Indonesia;

- Bahwa  Penggugat  pernah  berupaya  mencari  alamat  Tergugat,

namun tidak berhasil;
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          Bahwa,  Penggugat telah pula mengajukan Kesimpulannya secara lisan

dalam  perkara  ini  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  dengan

mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

Bahwa,  untuk  singkatnya  uraian  dalam  putusan  ini  selengkapnya

sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; 

PERTIMBANGAN  HUKUM

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas; 

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah dipanggil secara sah dan patut

untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sesuai  bunyi  pasal  55  Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal  26

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  sedangkan  Tergugat  telah

dipanggil  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  27  Peraturan  pemrintah  Nomor  9

tahun  1975  dan  ternyata  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain  sebagai  wakil/kuasanya yang sah

untuk  menghadap  dipersidangan  dan  tidak  ternyata  ketidak  hadirannya  itu

disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah berdasarkan perundang-undangan

oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  telah  mempunyai  alasan  hukum  untuk

menyatakan Tergugat tidak hadir dan memeriksa serta memutus perkara a quo

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149  ayat (1) R.Bg; 

         Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha  secara  optimal

mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  dengan  memberi  saran  kepada

Penggugat  agar  tetap  mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal  82 ayat (1)

dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan

Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun

upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai

dengan Tergugat; 
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Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat

menempuh  prosedur  mediasi,  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan  sehingga  proses  mediasi  sebagaimana  maksud  Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak mungkin  dilaksanakan; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

Undang  Nomor  50  tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,

mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  yang  dijadikan  Penggugat  sebagai

dalil  dalam  gugatannya  adalah  dimana  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  pada

tanggal 19 Juli 2014 dan setidak-tidaknya sejak dua tahun lalu Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat  pergi meninggalkan Penggugat

dari  rumah  kediaman  bersama  disebabkan  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  yang  tidak  dapat  didamaikan  dan  atas

pertengkaran tersebut,  Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dan sampai

sekarang  ini  atas  kepergiannya,  Tergugat  tidak  diketahui  secara  pasti

keberadaannya,  baik  didalam  maupun  diluar  wilayah  Negara  Republik

Indonesia (ghaib), Alasan tersebut bila akhirnya terbukti dapat menjadi alasan

perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf   (f) Undang-

Undang  Nomor  1  tahun  1974  jo.  pasal  19  huruf   (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo.  pasal  116 huruf   (f)  Kompilasi  Hukum Islam, yaitu

“antara  suami-istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” oleh karena itu

gugatan Penggugat patut dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa dalam gugatan Penggugat awalnya menuntut  hak

asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Dimas Mulyano, lahir
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pada tanggal 17 Maret 2016, namun tuntutan tersebut kemudian telah dicabut

oleh Penggugat dalam persidangan, maka terhadap hak asuh anak Penggugat

dan Tergugat tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P  merupakan akta otentik sesuai ketentuan

pasal  285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ” Suatu akta

yang  dibuat  dengan  bentuk  yang  sesuai  dengan  undang-undang  oleh  atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.” Fotocopy

akta  tersebut telah  bermaterai  cukup  dan   dipersidangan  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, bukti tersebut tidak dibantah

oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  ternyata  Penggugat  dan

Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam,

oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum  serta sebagai pihak

yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil

gugatan Penggugat  adalah fakta  yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;
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Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil

gugatan Penggugat  adalah fakta  yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah

saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal

309 R.Bg;

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat

serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2

orang saksi),  Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah

dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri,  menikah  pada

tanggal 19 Juli 2014;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat sudah tidak harmonis,

disebabkan  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  jarang  memberi  nafkah

kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi;

3. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat sudah  pisah  rumah sejak  2019  dan

sejak pisah tempat tingggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bertemu dan berkomunikasi   serta  keduanya tidak saling mempedulikan

hingga saat ini bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;

4. Bahwa  sudah  dilakukan  upaya  perdamaian  terhadap  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan

tersebut  di  atas,  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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yang mengakibatkan  antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

tahun 2019 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-

masing  sebagai  suami  dan  istri,  dan  pihak  keluarga  sudah  berusaha

mendamaikan  namun  tidak  berhasil,  dengan  demikian  maksud  perkawinan

sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33

dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

مَودَةًّ              بيَنْكَمُْ وجََعلََ إليَهْاَ إ إتسَْكنُوُا ل أزَْواَجًا كمُْ أنَفُْسإ مإنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت ومَإنْ

ذَ   ۚورََحْمَةً  فإي إنّ يتَفَكَرُّونَ   ٰإ ٍ إقوَمْ لَياَتٍل إكَ ل

Artinya  :  “dan  diantara  tanda-tanda  (kekuasaan)  Nya  ialah  Dia

menciptakan  pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri  agar  kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu

rasa kasih dan sayang…” yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit

untuk  dapat  diwujudkan,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  mempertahankan

perkawinan  yang  sedemikian  rupa  diduga  kuat  akan  mendatangkan

kemudaratan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa  terhadap perbuatan Tergugat tersebut yang telah

menelantarkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin setidak-tidaknya sejak

2019  sampai  sekarang  dan  Penggugat  merasa  tidak  senang  dan  sangat

teraniaya  apalagi  keberadaan  Tergugat  tidak  diketahui  secara  pasti  baik

didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga apabila keadaan

tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar

terhadap  Penggugat,  maka  dalam  keadaan  demikian  Hakim  dapat

memutuskan  perkawinannya  sesuai  dengan  kaedah fiqhiyah  dalam   Kitab

Ghayah Al-Maram halaman  162 berbunyi sebagai berikut:

طلـقـة             الـقـاضى عـلـيـها طلـق زوجـها عـن جـة و الز رغـبـة ت اشـتـد اذا

Artinya:  Apabila sudah sangat  benci  seorang istri  terhadap suaminya,  maka

menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang,  bahwa  jika  tetap  mempertahankan  perkawinan  yang

sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah  yang lebih besar, baik terhadap

Penggugat  maupun  kedua-belah  pihak,  sedangkan  perceraian  juga  dapat

menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah
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maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan

kaedah  fiqhiyah  dalam  Kitab  Al-Asbah  Wa-Nadhair  karangan  Imam  Asy-

Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

اخـفـهـما       بـارتـكـاب ضـررا اعـظـمـهـمـا روعـى اذاتـعـارضمـفـسـدتـان

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar

kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang,  bahwa  setiap  kemudharatan  itu  wajib  dihilangkan,  hal  ini

sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman

59 yang berbunyi:

يزال  الضرر

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat

bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat

bila  dibandingkan  dengan  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  534/K/Pdt/1996  Tanggal  18  Juni  1996,  dinyatakan  bahwa dalam hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan

itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat

adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan

satu  sama  lain  di  mana  bagian  yang  satu  tidak  bisa  berfungsi  tanpa  ada

hubungan dengan bagian yang lain,  dengan demikian  keluarga (suami  istri)

adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak

dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi

keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa jika dipandang dari  aspek filosofis,  terbentuknya

lembaga  perkawinan  adalah  dimaksudkan  untuk  terciptanya  keluarga  yang

sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  dengan  demikian  apabila  setiap  rumah

tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka
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kebahagiaan  dalam  kehidupan  duniawi   dan  ukhrawi  tidak  mungkin  dapat

diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana  kehendak  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  demikian  Majelis  Hakim

berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan

talak ke 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa oleh karena dalil-dalil  gugatan Penggugat  tentang

perceraian  telah  terbukti  secara  hukum,  maka gugatan Penggugat  tersebut

patut dikabulkan secara verstek;

 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

dan  undang-undang  nomor  50  tahun  2009,  maka  semua biaya  dibebankan

kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan

ini;

Mengingat  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap kepersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar   biaya  perkara

sejumlah Rp. 530.000,- ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
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 Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis, tanggal   30 Desember 2021  Masehi,  bertepatan dengan tanggal   26

Jumadil  Awal  1443  Hijriah,  oleh  Muhammad  Azhar  Hasibuan,  S.H.I,  M.A

sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Nurhayati Hasibuan,

S.H.I  sebagai  Hakim  Anggota  dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk

umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri  para Hakim Anggota

tersebut  dan  Patimah,  S.H  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota,

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H 

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran --------Rp 30.000,-      

2. Biaya proses ---------------Rp 50.000,-      

3. Biaya Panggilan------------Rp 300.000,-      

4. Pnbp Panggilan------------ Rp       30.000,-

5. Pbt----------------------------- Rp     100.000,-

6. Hak redaksi -----------------Rp   10.000,-

7. Meterai ----------------------Rp          10.000,-   
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Jumlah biaya Perkara Rp 530.000,- 

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
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